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ABSTRAK

Ibu Kota Nusantara merupakan daerah khusus baru di Indonesia yang
diselenggarakan secara berbeda dari daerah-daerah lainnya, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemerintahan di Ibu Kota
Nusantara dikelola langsung oleh Otorita IKN, di mana kepala dan wakil kepala
Otorita diangkat langsung oleh Presiden dan tidak terdapat DPRD sebagai lembaga
perwakilan. Model pemerintahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai
legitimasi dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam perspektif hukum Islam,
khususnya dalam sudut pandang siyasah tanfiziyyah menurut al-Mawardi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan serta sifat penelitian deskriptif analistis dan teori
siyasah tanfiziyyah. Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana model
pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus? dan (2) Bagaimana
pandangan siyasah tanfiziyyah terhadap model kekhususan Ibu Kota Nusantara?
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemerintahan Ibu Kota
Nusantara merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang bersifat fungsional.
Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kekuasaan administratif dan kewenangan
penuh menggantikan pemda, berbeda dengan badan otorita lain yang bersifat
sektoral. Dalam perspektif siyasah tanfiziyyah, Otorita Ibu Kota Nusantara
memenuhi beberapa prinsip seperti kepemimpinan visioner, keamanan menyeluruh,
dan keberlanjutan lingkungan, namun masih menghadapi tantangan serius dalam
prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris, Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN, Siyasah
Tanfiziyyah.



ABSTRACT

The Nusantara Capital City is a new special region in Indonesia that is
organized differently from other regions, based on Law Number 3 of 2022
concerning the National Capital City as amended by Law Number 21 of 2023
concerning amendments to Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital
City. The government in the Archipelago Capital is managed directly by the IKN
Authority, where the head and deputy head of the Authority are appointed directly
by the President and there is no DPRD as a representative institution. This
government model raises questions about the legitimacy and principles of
government in the perspective of Islamic law, especially in the perspective of
siyasah tanfiziyyah according to al-Mawardi.

This research uses a normative juridical method with a legislative approach
and analytical descriptive research and sivasah tanfiziyyah theory. The
formulations of the problem are: (1) How is the government model of the Capital
City of the Archipelago as a special region? and (2) What is the view of siyasah
tanfiziyyah on the special model of the Capital City of the Archipelago? Data were

collected through literature studies and analyzed descriptively qualitatively.

The results show that the Nusantara Capital City government model is a
form of asymmetrical decentralization that is functional in nature. The Archipelago
Capital Authority has administrative power and full authority to replace the local
government, in contrast to other authoritative bodies that are sectoral in nature. In
the perspective of siyasah tanfiziyyah, the Nusantara Capital Authority fulfills
several principles such as visionary leadership, comprehensive security, and
environmental sustainability, but still faces serious challenges in the principles of
Jjustice and community participation.

Keywords: Asymmetric Decentralization, Regional Autonomy, Otorita IKN,
Siyasah Tanfiziyyah.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur
merupakan langkah strategis dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.l
Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai daerah khusus diatur melalui
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian
diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Berbeda dengan daerah
lainnya, IKN tidak memiliki kepala daerah yang dipilih secara demokratis maupun
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.? Penyelenggaraan pemerintahan
di IKN dipercayakan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), yang dipimpin
langsung oleh Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

Model pemerintahan ini menghadirkan karakter baru dalam struktur
pemerintahan di Indonesia. OIKN bukanlah daerah otonom seperti provinsi,
kabupaten, atau kota, melainkan daerah khusus dengan struktur administratif yang
unik.? Ketiadaan DPRD dan pemimpin yang dipilih secara langsung membuat
OIKN tidak memiliki mekanisme representasi rakyat seperti daerah lain. Hal ini

menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana legitimasi pemerintahan di

IKN dibangun, serta apakah model kekhususan ini masih menjunjung prinsip-

1 Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Problematika yuridis prosedural
pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia,” Legacy: Jurnal Hukum
Dan Perundang-Undangan 2,no0. 1 (2022): 1-19.

2 Mohammad Rifqi Aziz, “Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and
Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn,” Jurnal Konstitusi & Demokrasi 3,n0.2 (2023):
148-66.

3 Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.



prinsip demokrasi dan keadilan sebagaimana ditekankan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Model ini menempatkan IKN dalam posisi sebagai daerah yang memiliki
kekhususan secara struktural dan fungsional. Dalam konteks sistem ketatanegaraan
Indonesia, IKN termasuk dalam kategori desentralisasi asimetris, yaitu bentuk
pengaturan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada daerah tertentu berdasarkan kekhususan karakteristik,
kebutuhan, dan tujuan strategis. Namun, bentuk desentralisasi asimetris yang
diterapkan di IKN berbeda dari yang berlaku di Aceh, Papua, DKI Jakarta, maupun
DI Yogyakarta.* Penjelasan terkait kekhususan daerah yang memiliki status khusus
atau istimewa di Indonesia antara lain:

a. Aceh, yang mendapatkan status daerah istimewa melalui Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh diberikan
kewenangan khusus dalam menerapkan syariat Islam dan memiliki otonomi
lebih luas sebagai bagian dari penyelesaian konflik masa lalu.

b. Papua, yang memperoleh status otonomi khusus berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 (dan revisinya dalam UU No. 2 Tahun
2021). Otonomi khusus ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat
asli Papua dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah
daerah Papua.

c. DKI Jakarta, yang ditetapkan sebagai daerah khusus dalam Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007. Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki sistem

4 Muhammad RM Fayasy Failag dan Mario Agritama SW Madjid, “Inovasi Dan
Rekonstruksi Undang-Undang Sektoral Daerah Untuk Desentralisasi Asimetris,” Matra
Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan 7,n0.2 (2023): 75-86.



pemerintahan yang berbeda dari provinsi lain, seperti tidak adanya DPRD

kabupaten/kota.

d. Yogyakarta, yang mendapatkan status daerah istimewa melalui Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan Yogyakarta terletak pada
sistem pemerintahan yang masih mempertahankan tradisi monarki, di mana
Sultan Yogyakarta secara otomatis menjadi gubernur.

Salah satu kekhususan IKN adalah pembentukan Otorita IKN sebagai
penyelenggara pemerintahan di wilayah ibu kota baru. Kepala Otorita IKN
memiliki kedudukan setingkat menteri dan ditunjuk langsung oleh Presiden setelah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).> Mekanisme pemilihan
Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN berbeda dengan pemilihan
kepala daerah pada umumnya. Melihat hal tersebut bahwa kekhususan IKN dalam
hak pilih masyarakat hanya berlaku untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Dalam sistem pemerintahan IKN, tidak terdapat lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang pada umumnya ada di tingkat
kabupaten/kota atau provinsi yang berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang
terhadap kebijakan pemerintah daerah.®

Masalah utama yang mengemuka adalah pertanyaan mengenai legitimasi
dan akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, legitimasi tidak hanya bersumber dari
keabsahan hukum formal, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam proses

politik, termasuk dalam memilih pemimpin dan menyampaikan aspirasi melalui

5 Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
6 Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.



lembaga perwakilan. Ketika dua hal tersebut tidak tersedia di IKN, maka muncul
kekhawatiran bahwa pemerintahan di wilayah ini tidak mencerminkan prinsip
demokrasi substantif.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan hukum Islam menjadi salah satu
alternatif normatif yang penting. Salah satu teori dalam fikih siyd@sah yang relevan
adalah teori siyasah tanfiziyyah. Dalam pandangan Al-Mawardi, terdapat enam
prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan: agama sebagai kekuatan moral,
pemimpin yang berwibawa dan visioner, keadilan yang merata, keamanan yang
menyeluruh, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan harapan masa
depan bagi rakyat.” Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi fondasi pemerintahan,
tetapi juga menjadi tolak ukur terhadap legitimasi, partisipasi, dan keberpihakan
suatu rezim terhadap kepentingan umat.

Selain itu, penting pula untuk membandingkan OIKN dengan bentuk otorita
lain di Indonesia, seperti Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan berbagai
Badan Otorita Pariwisata. Meskipun sama-sama menggunakan istilah “Otorita”
lembaga-lembaga tersebut hanya mengelola sektor tertentu dan tidak menggantikan
pemerintahan daerah. Sementara itu, OIKN menjalankan seluruh fungsi
pemerintahan di wilayahnya, termasuk perizinan, pelayanan publik, dan
pengelolaan tata ruang.® Hal ini menjadikan OIKN unik dan memerlukan kajian
komprehensif, baik secara hukum positif maupun dalam bingkai etika pemerintahan

Islam.

7 Abdul Aziz Dahlan, et al, ed., “Ensiklopedi Tematis dunia Islam” (Jakarta: Ichtiar Baru
van Hoeve, 2003), him. 1120.
8 Pasal 5 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.



Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji
lebih dalam bagaimana model kekhususan IKN dirancang dan diterapkan, serta
bagaimana konsep tersebut dapat dianalisis dalam perspektif siyasah tanfiziyyah
menurut pemikiran Al-Mawardi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya,
maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah
khusus?
2. Bagaimana pandangan siyasah tanfiziyyah dalam model pemerintahan Ibu

Kota Nusantara sebagai daerah khusus?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan

kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang dicantumkan maka penulis

menjelaskan tujuan penelitian.

a. Untuk menganalisis dan menjelaskan model pemerintahan Ibu Kota

Nusantara sebagai daerah khusus.
b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan siyasah tanfiziyyah
dalam model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi sedikit tambahan referensi

baru bagi para pegiat ilmu, peneliti, akademisi, pemikiran hukum tata negara



dan pemahaman lebih dalam mengkaji tentang model pemerintahan Ibu Kota
Nusantara sebagai daerah khusus dan pandangan siyasah tanfiziyyah dalam
model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka ini
berfungsi sebagai referensi untuk memberikan pemahaman kepada pembaca
mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji.
Dengan adanya tinjauan pustaka pembaca dapat melihat sejauh mana penelitian
terdahulu telah membahas isu yang sama sekaligus memahami kontribusi baru yang
akan diberikan oleh penelitian ini.

Tesis yang ditulis oleh Nor Fadillah dengan judul “Politik Hukum Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara™ penulis menekankan bahwa meskipun IKN diberikan
status sebagai daerah khusus, desain pemerintahan yang diterapkan menunjukkan
dominasi pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kedudukan Kepala Otorita IKN
yang setara dengan menteri dan diangkat langsung oleh Presiden, serta ketiadaan
lembaga legislatif daerah sepertt DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan
mengenai legitimasi dan representasi rakyat dalam pemerintahan IKN. Penulis
berpendapat bahwa penempatan IKN sebagai bagian dari pemerintah pusat lebih
sesuai dengan desain yang ada, mengingat struktur pemerintahan yang tidak
mencerminkan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD

1945.

9 Nor Fadillah, “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” Thesis Universitas Islam Indonesia
(2022).



Tesis yang ditulis oleh Andi Muh. Syaiful Haq dengan judul Politik Hukum
Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara”'® membahas politik hukum di balik
pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
(IKN). Penulis menyoroti bahwa meskipun IKN diberikan status sebagai daerah
khusus, desain pemerintahan yang diterapkan menunjukkan dominasi pemerintah
pusat. Hal ini terlihat dari kedudukan Kepala Otorita IKN yang setara dengan
menteri dan diangkat langsung oleh Presiden, serta ketiadaan lembaga legislatif
daerah seperti DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi
dan representasi rakyat dalam pemerintahan IKN. Penulis berpendapat bahwa
penempatan IKN sebagai bagian dari pemerintah pusat lebih sesuai dengan desain
yang ada, mengingat struktur pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-
prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Tesis yang ditulis oleh I Gde Sandy Satria dengan judul “Otoritas Ibu Kota
Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi”?
membahas kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam konteks negara
kesatuan Republik Indonesia dari perspektif konstitusional. Penulis menyoroti
bahwa meskipun IKN diberikan status sebagai daerah khusus, desain pemerintahan
yang diterapkan menunjukkan dominasi pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari
kedudukan Kepala Otorita IKN yang setara dengan menteri dan diangkat langsung
oleh Presiden, serta ketiadaan lembaga legislatif daerah seperti DPRD. Kondisi ini
menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan representasi rakyat dalam

pemerintahan IKN. Penulis berpendapat bahwa penempatan IKN sebagai bagian

10 Andi Muh. Syaiful Haq, “Politik Hukum Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,”
Thesis Universitas Hasanuddin (2024).

11 1 Gde Sandy Satria, “Otoritas Ibu Kota Negara Dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia Menurut Konstitusi,” Thesis Universitas Airlangga (2023).



dari pemerintah pusat lebih sesuai dengan desain yang ada, mengingat struktur
pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip otonomi daerah
sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Penelitian yang ditulis oleh Gunawan A. Tauda dengan judul “Desain
Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”?
membahas konsep desentralisasi asimetris dalam konteks ketatanegaraan
Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa desentralisasi asimetris telah menjadi bagian
dari sejarah Indonesia sejak masa kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini,
sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Legitimasi konstitusional desentralisasi
asimetris dapat ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD
1945, yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau istimewa. Desentralisasi asimetris ini mencakup perbedaan
dalam hal kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan mekanisme kontrol antara
pemerintah pusat dan daerah. Penulis menekankan bahwa desain desentralisasi
asimetris merupakan realitas dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia dan
penting untuk diakui serta diatur dengan jelas dalam kerangka hukum negara.

Penelitian yang ditulis oleh Metho P Sihombing dan Daniel Pradina
Oktavian dengan judul “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan
Penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif
Otonomi Daerah™® membahas secara kritis pembentukan dan penyelenggaraan

Otorita IKN dari perspektif otonomi daerah. Penulis menyoroti bahwa keberadaan

12 Gunawan A Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal 1, no. 4 (30 November 2018):
413-35,https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435.

13 Metho P. Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian, “Analisis Hukum Pembentukan
Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari
Perspektif Otonomi Daerah,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 4,n0.5 (2022): 1039-51.



Otorita IKN sebagai bentuk pemerintahan daerah khusus tidak memenuhi prosedur
dan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Menurut penulis, pembentukan Otorita IKN cenderung
bersifat top-down karena inisiatifnya sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat
tanpa melalui tahapan usulan dari pemerintah daerah sebagaimana mestinya.
Kepala Otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh Presiden juga dinilai bertentangan
dengan prinsip demokrasi dalam otonomi daerah, karena kepala pemerintahan
daerah seharusnya dipilih melalui pemilu. Selain itu, ketidakhadiran lembaga
DPRD di wilayah IKN memperparah ketimpangan ini karena tidak adanya saluran
aspirasi rakyat di tingkat daerah. Penulis menyimpulkan bahwa sistem
pemerintahan Otorita IKN menimbulkan kerancuan karena mengaburkan batas
antara pemerintah pusat dan daerah. Otorita sebagai nama lain dari pemerintahan
daerah khusus tidak memiliki legitimasi kuat baik secara prosedural maupun
substantif, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar otonomi daerah seperti
demokratisasi, partisipasi publik, dan kemandirian daerah.

Penelitian yang ditulis oleh Reynold Simandjuntak dengan judul “Sistem
Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis
Konstitusional”'* membahas penerapan desentralisasi dalam kerangka negara
kesatuan dari perspektif hukum konstitusional. Penulis menekankan bahwa
meskipun Indonesia menganut sistem negara kesatuan, pelaksanaan desentralisasi
melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Hal ini sejalan dengan

14 Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 7, no.1 (2015):
57-67.
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ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang
masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Penulis menjelaskan bahwa
pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan daerah, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Namun
demikian, implementasi desentralisasi ini tetap harus dijalankan dalam bingkai
negara kesatuan untuk menjaga prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

Penelitian yang ditulis oleh Torik Abdul Aziz Wibowo dengan judul “Politik
Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara”!® membahas desain otonomi
khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) dari perspektif politik hukum. Penulis menyoroti
bahwa meskipun IKN diklaim sebagai daerah dengan otonomi khusus, desain
pemerintahan yang diterapkan justru menunjukkan dominasi pemerintah pusat. Hal
ini terlihat dari kedudukan Kepala Otorita IKN yang setara dengan menteri dan
diangkat langsung oleh Presiden, serta ketiadaan lembaga legislatif daerah seperti
DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan representasi
rakyat dalam pemerintahan IKN. Penulis berpendapat bahwa penempatan IKN
sebagai bagian dari pemerintah pusat lebih sesuai dengan desain yang ada,
mengingat struktur pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip

otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

15 Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota
Nusantara,” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 2,n0.2 (25 Desember 2022):
214-226.
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Penelitian yang ditulis oleh Rizki Mulyaningsih dengan judul “Kedudukan
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah™6
membahas kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam perspektif
hukum otonomi daerah. Penulis menyoroti bahwa pengaturan kedudukan Kepala
Otorita IKN masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya sesuai dengan
prinsip-prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UUD NRI 1945. Hal ini terlihat
dari mekanisme pengangkatan Kepala Otorita yang dilakukan langsung oleh
Presiden tanpa melalui proses pemilihan oleh masyarakat setempat atau keterlibatan
lembaga legislatif daerah. Selain itu, tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) di wilayah IKN menunjukkan kurangnya representasi dan
partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tersebut. Penulis berpendapat
bahwa desain pemerintahan seperti ini lebih mencerminkan pendekatan sentralistik
daripada desentralistik, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan semangat
otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmadi dan M. Hadin Muhjad dengan judul
“Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita dalam Ibu Kota Negara™’ membahas
posisi dan peran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam struktur
pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang
berarti analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum,
dan pendapat ahli. Penulis menemukan bahwa Badan Otorita IKN diposisikan
sebagai lembaga negara setara dengan pemerintah provinsi. Namun, terdapat

ketidaksesuaian dalam penetapan kepala Badan Otorita yang disamakan dengan

16 Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif
Hukum Otonomi Daerah,” Jurnal Lex Renaissance 7,n0.2 (1 April 2022):296-309.

17 M. Hadin Muhjad, “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota
Negara,” Jurnal Kewarganegaraan 8,n0. 1 (2024): 120-215.
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menteri, karena hal ini tidak sejalan dengan norma yang ada dalam peraturan
pemerintah daerah. Akibatnya, terdapat inkonsistensi antara Undang-undang Ibu
Kota Negara dan peraturan pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan
ketidakjelasan norma. Selain itu, penunjukan kepala Badan Otorita IKN yang setara
dengan gubernur tetapi tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat dianggap
tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia. Kurangnya mekanisme check and
balance seperti keterlibatan DPRD, Undang-undang Ibu Kota Negara mungkin
bertentangan dengan norma dan konsep negara kesatuan Indonesia.

Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Laksana Mahdi dengan judul “Telaah
Polittk Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia”® membahas pembentukan Badan Otorita Ibu Kota
Nusantara (IKN) dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis
menyoroti bahwa pembentukan Badan Otorita IKN merupakan manifestasi dari
Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan
menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
Penulis menjelaskan bahwa pembentukan Badan Otorita IKN, yang setingkat
kementerian, memiliki konsekuensi politik dan hukum signifikan terhadap
ketatanegaraan Indonesia. Konsep otorita ini dianggap baru dalam sistem
pemerintahan daerah dan belum diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945
maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penulis juga menekankan bahwa meskipun pembentukan Badan Otorita IKN

18 Wahyu Laksana Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota
Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 10 (2022):
841-54.
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menuai pro dan kontra, secara politik hukum, hal ini tidak bertentangan dengan
konstitusi Indonesia karena telah diatur secara tegas dalam regulasi terkait.
E. Kerangka Teori
Agar analisis dalam penelitian ini lebih terstruktur dan sistematis maka
diperlukan kerangka teori yang dapat membantu membahas isu yang dikaji.
Kerangka teori ini berperan dalam membedah penelitian yang sedang dilakukan
sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam kajian keilmuan secara umum
khususnya dalam bidang hukum. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini
akan diuraikan sebagai berikut:
1. Desentralisasi Asimetris
Desentralisasi merupakan pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan
yang efektif, khususnya bagi negara kesatuan yang luas dan beragam seperti
Indonesia. Konsep ini menjadi krusial dalam upaya mendekatkan pelayanan
publik dan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat di berbagai
tingkatan.1® Sejarah kebijakan desentralisasi di Indonesia mencerminkan
evolusi yang berkelanjutan, menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik,
dan ekonomi bangsa. Penerapan = desentralisasi  bertujuan  untuk
mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi
kesenjangan pembangunan antarwilayah, sekaligus memperkuat fondasi
demokrasi lokal.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat

ketentuan mengenai penerapan desentralisasi, termasuk bentuk desentralisasi

19 Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Cecep Darmawan, dan Prayoga Bestari, “Civic
Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi
Daerah,” Integralistik36,no. 1 (2025): 52-69.
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asimetris. Pasal 18 UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang
masing-masing memiliki pemerintahan daerah.?® Ketentuan ini menjadi
landasan utama bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka negara
kesatuan.

Lebih lanjut, Pasal 18A UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan
wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan
undang-undang, dengan mempertimbangkan kekhususan dan keragaman
daerah.?! Ketentuan ini secara tegas menunjukkan bahwa perlakuan terhadap
daerah-daerah tertentu dapat dibedakan, sehingga menjadi landasan normatif
bagi penerapan desentralisasi asimetris. Pasal 18B semakin menegaskan prinsip
ini dengan mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang keberadaannya
ditetapkan melalui undang-undang.?? Selain itu, negara juga mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisional mereka, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip
persatuan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pasal 18A dan 18B UUD 1945 menjadi fondasi
konstitusional bagi pemberian status dan kewenangan yang bersifat khusus
kepada daerah-daerah tertentu, seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan Daerah

Istimewa Yogyakarta.?> Keempat daerah ini memiliki karakteristik tersendiri

20 pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21 pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22 pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23 Ni’matul Huda, Problematika pembatalan peraturan daerah,Cet. 1 (Yogyakarta: FH
UII Press, 2010),hIm. 55-56.
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yang menjadi dasar pembenaran konstitusional bagi pemberlakuan model
desentralisasi asimetris.
2. Teori Siyasah tanfiziyyah

Figh siyasah tanfiZiyyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam
sistem pemerintahan Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan
aturan-aturan negara yang bersumber dari AI-Qur’an dan Sunah. Tujuan utama
dari konsep ini adalah menegakkan ketentuan Allah dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, serta membentuk tatanan sosial yang taat dan
berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaan kebijakan

pemerintahan.?*

Dengan demikian, karakteristik lembaga eksekutif dalam
sistem Islam memiliki nilai moral dan spiritual yang membedakannya dari
lembaga eksekutif negara-negara sekuler.

Dalam Islam kekuasaan bidang siyasah tanfiziyyah atau eksekutif memiliki
beragam bentuk, yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/amir,
dan wizarah/wazir.?® Keseluruhan istilah tersebut memiliki makna sebagai
pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjalankan urusan
pemerintahan di wilayah kekuasaannya, baik yang bersifat keagamaan maupun
keduniawian. Konsep ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak

hanya administratif, tetapi juga mengandung dimensi akhlak dan tanggung

jawab terhadap kesejahteraan umat.2®

24 Rashda Diana, Siswanto Masruri, dan Surwandono Surwandono, “Etika Politik dalam
Perspektifal-Mawardi,” Tsaqafah 14,n0.2 (2018): 363-84.

25 La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-
Qada’iyyah,” Jurnal Tahkim Vol. 13:2 (2017).

26 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,hlm.29.
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Dalam perspektif politik Islam, siyasah tanfiziyyah merupakan salah satu
bagian dari teori pemerintahan yang dikembangkan oleh Al-Mawardi,
pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh seorang pemimpin yang bertanggung
jawab dalam menjalankan roda pemerintahan secara langsung, dengan tetap
mengacu pada prinsip-prinsip keadilan (al-‘adl), amanah (al-amanah), dan
musyawarah (al-syiira’).?’ Tiga prinsip ini menjadi fondasi utama dalam
pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Al-Mawardi menekankan bahwa legitimasi seorang pemimpin dalam Islam
tidak semata-mata bersumber dari pengangkatan oleh otoritas tertinggi, tetapi
juga harus mencerminkan keterlibatan dan persetujuan masyarakat, baik
melalui proses pemilihan langsung maupun bentuk representasi lainnya. Tujuan
utamanya adalah agar pemerintahan dijalankan secara adil, transparan, dan
tidak otoriter.?®

F. Metode Penelitian
Penelitian ini  bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
permasalahan yang dibahas dalam tesis sehingga pertanyaan penelitian dapat
dijawab berdasarkan objek yang diteliti.
1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu
penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum dalam arti
luas yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research).

Library research adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan

27 Ibid., hlm. 55.

28 Akhmad Hafi, Noormala Santi,dan Akhmad Zaki Yamani, “Imamah dalam Islam: Kajian
Historis dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Kontemporer,” Ahsan: Jurnal llmiah Keislaman
dan Kemasyarakatan 2,n0. 1 (2025): 72-87.
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mengumpulkan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, literatur, dan
teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian
pustaka sumber utama yang digunakan adalah data dari bahan-bahan
kepustakaan yang mendukung analisis terhadap isu yang diteliti.®

Penelitian ~ yuridis normatif —merupakan penelitan hukum yang
menitikberatkan analisis pada norma-norma hukum yang berlaku serta
pendekatan konseptual berdasarkan aturan hukum yang relevan. Metode ini
lebih banyak mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam
menggali dan memahami permasalahan hukum yang dikaji. Objek penelitian
data pustaka penelitian ini yaitu model pemerintahan Ibu Kota Nusantara
sebagai daerah khusus dan pandangan siydsah tanfiziyyah dalam model
pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.
2. Sifat penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan
menggambarkan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dengan
konsep-konsep  hukum.®® Penelitian ini  bersifat deskriptif  karena
mendeskripsikan model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah
khusus dan pandangan siyasah tanfiziyyah dalam model pemerintahan Ibu Kota
Nusantara sebagai daerah khusus.
3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan

(statute approach) yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis secara

29 Mardalis, Metode penelitian: suatu pendekatan proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
him. 28.
30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 105.
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komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang
terkandung di dalamnya. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai
regulasi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas
dalam penelitian ini.3!
4. Sumber data
a. Sumber data primer
Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari
regulasi atau dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek
penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022
tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari referensi atau bahan
yang telah terdokumentasi sebelumnya. Data ini mencakup berbagai karya
ilmiah seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, serta buku yang membahas
terkait topik. Selain itu sumber sekunder juga mencakup dokumen,
publikasi dari pemerintah maupun lembaga masyarakat sipil serta analisis
para ahli yang diperoleh melalui berbagai media termasuk situs web dan

internet.

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (Jakarta: Kencana Predana Media Group,
2011), hlm. 35.
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5. Analisis data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
analisis deduktif kualitatif. Analisis deduktif kualitatif yaitu pendekatan
berpikir yang berangkat dari konsep atau teori umum, seperti undang-undang,
teori, konsep, prinsip, dan keyakinan lalu diarahkan ke kasus yang lebih
spesifik.32 Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara
mendalam untuk menarik kesimpulan serta mengungkapkan temuan
berdasarkan hasil penelitian.
G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara
sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Adapun uraian dari
masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup rancangan
penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika
pembahasan.

Bab kedua, membahas pengembangan landasan teori, khususnya mengenai
Desentralisasi Asimetris dan teori siyasah tanfiziyyah menurut Al-Mawardi yang
digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini.

Bab ketiga, berisi pemaparan dan analisis data terkait desentralisasi

asimetris termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan data penelitian ini.

32 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum, Cet. ke-3; ed. ke-2 (Jakarta: UI-Press),
2006), hlm. 36.
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Bab keempat, berfokus pada analisis data yang menjawab rumusan masalah,
yaitu Bagaimana model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus
dan bagaimana pandangan siyasah tanfiziyyah dalam model pemerintahan Ibu Kota
Nusantara sebagai daerah khusus.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi dari hasil penelitian
serta saran dan masukan yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian

selanjutnya.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan

beberapa hal utama mengenai model pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN)

sebagai daerah khusus dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia dan

sivasah tanfiziyyah menurut al-Mawardi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1.

Model pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan bentuk
desentralisasi asimetris yang unik, yang berbeda secara fundamental dari
model-model sebelumnya seperti Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Bila daerah-daerah khusus tersebut memperoleh kekhususan
berdasarkan identitas budaya atau sejarah, kekhususan IKN justru
bersumber dari fungsi strategis nasional sebagai pusat pemerintahan dan
motor pembangunan. Oleh karena itu, IKN dapat dikategorikan sebagai
bentuk asimetri fungsional, bukan kultural.

Secara kelembagaan, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki dasar
hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2023, merupakan satu-satunya entitas
pemerintahan daerah di Indonesia yang menggantikan seluruh fungsi
pemerintahan daerah secara penuh, namun tanpa DPRD dan tanpa kepala
daerah yang dipilih secara langsung. Kepala OIKN ditunjuk Presiden dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan posisi setingkat

menteri. Desain ini menunjukkan kecenderungan sentralistik yang tajam,

116



117

dan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar otonomi daerah dalam Pasal 18
UUD NRI 1945.

Jika dibandingkan dengan badan otorita lain seperti BP Batam dan Badan
Otorita Pariwisata, perbedaan OIKN menjadi sangat mencolok. Otorita lain
bersifat sektoral dan hanya menjalankan mandat fungsional tertentu,
misalnya di bidang perdagangan atau pariwisata tanpa mengambil alih
pemerintahan daerah. Sementara OIKN adalah satu-satunya lembaga otorita
yang mengelola pemerintahan daerah secara menyeluruh dan berdiri
menggantikan pemda.

Dalam perspektif siyasah tanfiziyyah menurut al-Mawardi, model
pemerintahan OIKN mengandung kekuatan pada aspek kepemimpinan
yang visioner, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, dan arah
pembangunan masa depan yang progresif. Namun demikian, prinsip
keadilan yang merata dan akomodasi aspirasi masyarakat lokal masih
menghadapi tantangan serius, karena ketiadaan mekanisme pemilihan dan

representasi lokal yang demokratis.

B. Saran

1.

Disarankan agar pemerintah melakukan penyempurnaan kerangka hukum
dan, jika diperlukan, interpretasi konstitusional yang otoritatif guna
memperjelas status dan posisi hierarkis OIKN dalam sistem pemerintahan
daerah. Langkah ini penting untuk merekonsiliasi struktur unik OIKN
dengan prinsip-prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah, serta
menjamin kepastian hukum jangka panjang dan mencegah potensi konflik

norma atau yurisdiksi di masa mendatang.
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2. Mengingat tidak adanya DPRD dalam struktur OIKN, perlu dikembangkan
mekanisme alternatif yang menjamin keterlibatan dan representasi
masyarakat lokal secara bermakna.

3. Disarankan agar pemerintah merancang dan menerapkan kerangka
koordinasi lintas-instansi yang jelas, mengikat, dan operasional antara
OIKN, kementerian terkait, serta pemerintah daerah di sekitarnya seperti
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Koordinasi ini
penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, menghindari
dualisme pemerintahan, dan menjamin pembangunan wilayah yang
harmonis, terintegrasi, dan berkeadilan.

4. Mengingat status OIKN sebagai preseden baru dalam ketatanegaraan
Indonesia, disarankan agar dilakukan evaluasi periodik secara independen
terhadap efektivitas model pemerintahan ini. Evaluasi tersebut harus
mencakup aspek akuntabilitas, representasi, keberlanjutan, dan dampaknya

terhadap prinsip otonomi daerah dan demokrasi lokal.
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